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	Judul SOP
	FASILITASI PENYERAHAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2018



	DASAR HUKUM
	
	KUALITAS PELAKSANA

	1. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025; dan
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

	
	1. Pendidikan Minimal S1
2. Memiliki Pengetahuan Perencanaan

	KETERKAITAN
	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN

	SOP UKPPD

	
	RKPD Provinsi Kalimantan Barat

	PERINGATAN
	
	PENCATATAN DAN PENDATAAN

	Jika SOP ini tidak dibuat, maka kegiatan Fasilitasi Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dilaksanakan.

	
	Notulensi Rapat


	
NO.
	AKTIVITAS
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	KET.

	
	
	Kasubbid. Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kepala Bidang Dalev Pembangunan Daerah
	Kepala Badan
	Bupati/Walikota serta Satker Penerima DIPA
	Persyaratan/ kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Pembentukan Tim Fasilitasi dan Penatausahaan DIPA
	
	
	
	
	
	1 minggu
	Surat Keputuran
	

	2.
	Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Penatausahaan DIPA
	
	
	
	
	
	2 minggu
	Koordinasi DIPA

	

	3.
	Penyusunan daftar Inventarisasi DIPA APBN Tahun Anggaran 2018
	
	
	
	
	
	3 minggu
	Daftar Penerima DIPA
	

	4.
	Penyerahan DIPA APBN Tahun Anggaran 2018
	
	
	
	
	
	1 minggu
	Penyerahan DIPA
	

	5.
	Penyusunan Dokumen pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan
	
	
	
	
	
	1 minggu
	Laporan Kegiatan

	

	
	Jumlah waktu
	
	
	
	
	
	8 Minggu
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